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ABSTRAK 

Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana akuntabilitas serta 

transparansi dari pemerintah desa dalam hal pengelolaaan keuangan yang ada 

pada desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Di dalam 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selain itu, data primer dan 

sekunder merupakan sumber serta jenis data yang dimuat dalam penelitian ini. 

Selanjutnya, dokumentasi serta wawancara digunakan dalam teknik dalam 

pengumpulan data penelitian. Reduksi data, penyajian data dan Conclusing 

Drawing merupakan teknik yang dipakai pada penelitian ini. Hasil penelitian 

dalam hal Transparansi nya sudah cukup transparan, namun dalam beberapa aspek 

penting untuk diawasi, terkait penyediaan media informasi maupun papan 

informasi (Baliho) yang mengenai kegiatan yang sedang dijalankan desa pada 

pelaksanaan keuangan pada dana desa sehingga mudah diakses atau dilihat oleh 

masyarakat. Dalam hal Akuntabilitas pemerintah Desa Sidomulyo dapat dikatakan 

cukup Akuntabel  karena di Desa sidomulyo hanya memenuhi  beberapa indikator  

menurut PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 yakni pelaksanaan, 

pertanggungjawaban, perencanaan, dan penatausahaan. Namun dalam 

Akuntabilitas laporan pengelolahan keuangan pada desa di  Desa Sidomulyo 

dalam pelaporan nya belum cukup sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 tahun 

2018 dimana dalam penyusunan pelaporan perealisasian pelaksanaan pemerintah 

tidak dapat keseluruhan laporan diminggu kedua juli berjalan yang disebabkan 

oleh adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa sehingga desa 

terhalang dengan pengelolaan keuangan pada desa dimana mengakibatkan 

rencana penggunaaan dana desa terhambat dan tidak sesuai  dengan rencana 

pelaksanaan APBDesa dan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa tahun anggaran 2020. Desa sidomulyo menggunakan aplikasi SISKEUDES 

dalam mencatat segala transaksi yang terjadi pada Desa Sidomulyo Kecamatan 

Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.  

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas 
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ABSTRACT 

This study intends to find out how the accountability and transparency of 

the village government in terms of financial management in Sidomulyo Village, 

Lyric District, Indragiri Hulu Regency. In this study using qualitative methods. In 

addition, primary and secondary data are the sources and types of data contained 

in this study. Furthermore, documentation and interviews were used in the 

technique of collecting research data. The data analysis technique starts from 

data reduction, data presentation, and concluding drawing. The results of the 

research in terms of transparency are transparent enough, but in several 

important aspects to be monitored, related to the provision of information media 

and information boards (Baliho) regarding activities being carried out by the 

village on the implementation of finance in village funds so that it is easily 

accessed or seen by the community. In terms of accountability, the government of 

Sidomulyo Village can be said to be quite accountable because in Sidomulyo 

Village it only meets several indicators according to PERMENDAGRI No. 20 of 

2018 namely implementation, accountability, planning, and administration. 

However, the accountability of financial management reports in villages in 

Sidomulyo Village in its reporting is not sufficient in accordance with 

PERMENDAGRI No. 20 of 2018 where in the preparation of reporting on the 

realization of the government's implementation, the entire report in the second 

week of July was running due to delays in disbursing funds from the center to the 

village so that the village was hindered by financial management in the village 

which resulted in the plan to use village funds being hampered and not in 

accordance with the implementation plan APBDesa and the changes in the 

Village Revenue and Expenditure Budget for the 2020 fiscal year. Sidomulyo 

village uses the SISKEUDES application to record all transactions that occur in 

Sidomulyo Village,Lyrics District, Indragiri Hulu Regency. 

 

Keywords : Village Financial Management, Transparency, and Accountability 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Desa memiliki beragam pengertian desa baik dari berbagai teori maupun dari 

peraturan dasar yang berlaku. Yang mana salah satu definisi dari desa terdapat 

pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yang mana di dalamnya menjabarkan 

terkait pengertian desa yang berupa suatu wilayah yang dimana wilayah tersebut 

memiliki batasan secara administrasi dengan kesatuan dari masyarakat yang 

bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan di bawah lingkup pemerintahannya, 

kepentingannya, masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut berdasarkan pada 

gagasan masyarakat tersebut, hak dari asal usul serta hak lainnya yang berkaitan 

dengan hak tradisional dimana hak tersebut diakui serta dihormati pada sistem 

kepemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang dapat dikenal 

dengan NKRI. Dalam Undang–undang ini, pemerintah memiliki tugas dalam 

pembangunan serta pengelola desa dimana dalam hal itu disesuaikan dengan 

kewenangan yang terlah ditetapkan serta memiliki peran dalam hal segala yang 

berkaitan dengan itu salah satunya dalam pengalokasian dana milik desa. Selain 

itu, hal ini membantu kemajuan pertumbuhan masyarakat desa dan pemberdayaan 

desa dengan meningkatkan posisi desa sebagai pemerintahan masyarakat. Selain 

itu, pemerintah mengumumkan rencana, yang dikenal sebagai Alokasi Dana Desa 

(ADD), untuk menerapkan desentralisasi dalam keuangan untuk menjangkau 

masyarakat yang mandiri. 
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Menurut Halim dan Kusufi (dalam Ismail et al., 2016) mengatakan bahwa 

tujuan pokok pada akuntansi pemerintah. Dimana tujuan pokok tersebut terdiri 

dari 3 poin utama yaitu: a) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk segera dan 

sepenuhnya mengungkapkan semua informasi keuangan yang relevan dengan 

mereka yang bertanggung jawab menjalankan lembaga pemerintah. Ini 

memerlukan mengikuti aturan dan membuat keputusan penggunaan sumber daya 

yang bertanggung jawab. b) penyediaan data keuangan dengan tujuan 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan unit moneter, 

pembuatan kebijakan, dan pengambilan keputusan, maupun menganalisis 

keberhasilannya, disebut manajerial. Pemerintah dapat menggunakan data 

keuangan ini pada implementasi sebelumnya ketika membuat keputusan di masa 

depan.  c) pengawasan yang dimana melaksanakan pemeriksaan aparatur 

pengawasan dengan efisien dan efektif. 

Akuntansi pemerintah bukan saja terdapat pada pemerintahan pusat, tetapi 

melainkan terdapat pada pemerintah pedesaan, yang dimana diperlukannya  

pertanggungjawaban pada semua anggaran dan kegiatan pelaksanaannya. Akan 

tetapi, ada kalanya pihak atau internal dalam pelaporan pertanggungjawabannya 

yang belum dapat menguasai dan mengerti pada akuntansi dalam pemerintahan. 

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 terkait dengan desa menjabarkan terkait 

penyelengaraan pemerintah pada desa diselenggarakan dapat didasarkan pada 

prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini termasuk dalam penanganan 

keuangan, dimana di kelola mengunakan azas Transparan serta bertanggung 

jawab. Sebagai pertanggungjawaban keuangan desa, dengan menetapkan norma 
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dan pedoman penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah melaksanakan fungsi 

pengawasan serta pembinaan. 

Pada PP No. 47 Tahun 2015 pasal 1 memberikan uraian terkait Alokasi Dana 

Desa atau dapat disingkat dengan ADD. Dimana dalam uraian tersebut 

memberikan penjelasan bahwa setelah dikurangi distribusi yang khusus, distribusi 

dari Dana Desa berupa suatu dana perimbangan dimana dana tersebut masuk pada 

kabupaten atau kota untuk anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Sehingga 

planning, pelaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitas diperlukan untuk penerapan 

distribusi dari Dana Desa. Pembangunan desa harus dilakukan didasarkan selaras 

pada peraturan dasar yang berlaku serta rencana yang disusun bersama 

masyarakat dan aparat pemerintah. 

Adanya Alokasi Dana Desa ini untuk desa, dapat digunakan sebagai model 

untuk menggambarkan pelaksanaan good governance, di mana pemerintah desa 

serta masyarakat yang memiliki kaitan erat dalam mendorong keterlibatan 

masyarakat, mewujudkan peningkatan keterbukaan, akuntabilitas, serta daya 

tanggap dari pemerintah. Hal ini menjelaskan terdapat pelaksanaan good 

governance di Indonesia sesuai dengan penyelenggaraan serta pelaksanaan negara 

dimana bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Hal itu 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, salah satu dasar hukum 

negara Indonesia. Dimana pada pasal 3 terdapat azas tertib penyelengaraan 

negara, azas transparan, azas akuntabilitas, azas kepentingan umum, azas 

proporsionalitas, dan serta azas profesionalitas. 
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Desa Sidomulyo ialah salah satu desa yang ada pada Provinsi Riau, Kabupaten 

Indragiri Hulu, Kecamatan Lirik. Dengan memiliki batasan wilayah berupa bagian 

Utara bersebelahan langsung serta berbatasan secara langsung dengan Desa 

Gudang Batu, bagian selatan bersebelahan langsung serta berbatasan secara 

langsung dengan Desa Japura, bagian timur bersebelahan langsung serta 

berbatasan secara langsung dengan Pasir Ringgit, dan bagian barat bersebelahan 

langsung serta berbatasan secara langsung dengan Kelurahan Tanah Merah dan 

Kelurahan Sekar Mawar. Luas dari wilayah desa Sidomulyo adalah lebih kurang 7 

km
2
 dimana 80% adalah berupa daratan yang hampir 70% berupa daerah untuk 

perumahan sisanya adalah untuk perkebunan dan pertanian. Letak desa ini sangat 

strategis dikarenakan berada di Jalan Lintas Timur dimana ada sebuah Bandar 

Udara didalamnya yaitu Bandara Udara Japura Rengat dan juga tempat dimana 

ada sebuah markas TNI-AD yaitu Markas Kompi Yonif Kipan B. Desa 

Sidomulyo dipimpin olehcKepala Desa yaitu Bapak Budiyanto dan Sekretaris 

yaitu Ibuk Lisnawati serta seluruh perangkat kaur Desa dan empat orang kepala 

dusun. 

Dalam pemanfaatan alokasi dana desa sidomulyo, pedomannya terdapat pada 

Peraturan Bupati Indragiri Hulu No. 2 Tahun 2020 yang memuat tentang 

pendistribusian Dana Desa untuk kawasan Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 

Anggaran 2020 dan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 terkait dengan 

Pengelolaan keuangan desa dikelola atas dasar azas partisipasi, akuntabilitas, 

perilaku tertib serta disiplin pada anggaran serta transparansi. 
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Pada Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Desa Tahun 2020, Desa Sidomulyo menyelenggarakan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan 

menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa. Hal ini yang diikuti oleh 

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. 

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa memuat Rencana Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa.  Rancangan peraturan desa tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Desa.   

Menurut Krina (dalam Yusuf, et al 2021) menjelaskan terkait transparansi 

dimana Prinsip transparansi memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan 

dan akses untuk belajar tentang bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan, 

prosedur, dan programnya serta hasil yang telah dicapai. Transparansi memiliki 

dua komponen: komunikasi terbuka pemerintah dengan publik dan hak 

masyarakat atas akses informasi. 

Karena publik berhak mengetahui secara utuh dan terbuka bagaimana 

pemerintah mengelola sumber daya dikuasainya serta sesuai dengan peraturan 

dasar yang ada, transparansi adalah penyediaan informasi terkait dengan  

keuangan yang terbuka dan benar kepada publik (SAP No. 71 Tahun 2010). 

Terwujud nya transparansi ini sebagai berikut : a) terwujudnya informasi yang 

mudah di pahami atau akses oleh masyarakat berupa terkait dengan pendanaan, 
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tata cara pelaksanaan, serta bentuk maupun program kerja. b) publikasi,media, 

serta rincihan keuangan. c) terwujudnya laporan yang kontiniu terkait dengan 

pemberdayaan sumber daya pada perkembangan proyek yang bias diakses publik. 

Jadi transparansi tidak dilakukan untuk hanya pemerintahan saja melainkan juga 

untuk hak masyarakat mendapatkan sebuah informasi yang mengenai kepentingan 

publik, lalu masyarakat dapat berperan secara langsung pada tahapan dalam 

pengambilan keputusan.  

Dibawah ini merupakan jumlah Alokasi Dana Desa Sidomulyo :  

Tabel 1.1 

Jumlah Alokasi Dana Desa Sidomulyo Tahun 2020 dan 2021 

Tahun 2020 Rp500.439.374 

Tahun 2021 Rp506.357.480 

Sumber : http://jdih.inhukab.go.id/perbup 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya penerimaan alokasi dana 

desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu mengalami 

kenaikan setiap tahun. Dengan besarnya dana yang diterima tersebut, maka 

berdasarkan prinsip akuntabel, masyarakat merupakan objek yang memiliki hak 

tertinggi terhadap pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu dibutuhkan 

Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. 

Berdasarkan hasil  wawancara ke beberapa tokoh masyarakat yang dilakukan 

terkait peran pemerintah setempat dalam perealisasian dari prinsip transparansi 

yang memberikan kemungkinan kepada masyarakat dalam kemudahan akses 



7 
 

 
 

mendapatkan informasi yang terbuka terkait dengan keuangan desa serta Apakah 

ada sebuah papan infirmasi mengenai laporan realisasi dan pertanggungjawaban 

dikantor desa, Inisial (HN) mengatakan bahwasannya pemerintah desa sudah 

menerapkan prinsip transparansi namun tidak semua informasi keuangan desa 

dapat diakses oleh masyarakat biasa dan untuk mengenai papan informasi tersebut 

beliau tidak melihat namun mengenai papan informasi Perubahan Anggaran 

Pendapatan Belanja dan Desa pernah melihatnya tapi tidak begitu lama. Inisial 

(IA) mengatakan masih kurang dalam menerapkan, karena semua informasi yang 

disampaikan kemasyarakat tidak lengkap contoh nya saja papan informasi 

mengenai Laporan realisasi dan pertanggungjawaban tersebut. Inisial (M) 

mengatakan jika memungkinkan masyarakat untuk mengetahui  informasi 

keuangan secara seluas-luasnya, seharusnya pemerintah ada menginformasikan 

secara melalui online seperti web site dan sosial media lainnya. 

Didasarkan pada fenomena yang diperoleh adalah Desa Sidomulyo belum 

memaksimalkan prinsip transparansi dimana harus direalisasikan dikarenakan 

tidak terdapat pembaharuan baliho Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan 

Desa dan kurangnya pemerintah desa dalam memudahkan masyarakat untuk 

mengakses informasi keuangan melalui media informasi seperti website dan sosial 

media lainnya. Pengelolaan keuangan desa harus mengikuti prinsip Transparansi 

sebagai indikatornya pada PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018, dimana 

menjelaskan tentang Masyarakat diberitahukan tentang laporan terkait realisasi 

kegiatan maupun Laporan terkait pengelolaan APBDes yang dimana dimaksud 

dalam Pasal 72 dengan memanfaatkan sarana informasi yang mudah didapat. 
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Penjelasan tersebut menunjukan bahwasannya pemerintah harus melakukan 

trasnparan terhadap masyarakat mengenai Laporan realisasi kegiatan dan Laporan 

realisasi APBDesa agar terjalannya pedoman peraturan desa tersebut dan 

masyarakat mengetahui kegiatan yang belum selesai dan sisa anggarannya.  

Selain Transparansi, Adapun pelaksanaan pemerintah desa yaitu Akuntabilitas.  

Akuntabiltas merupakan pertanggungjawaban atas penatausahaan dana dan 

penerapan peraturan dimana telah diamanahkan kepada suatu organisasi dalam 

rangka pencapaian target yang telah ditetapkan secara berkala (SAP No. 71 th 

2010). Hal ini untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dengan standar prosedur 

pelaksanannya, ketika adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan akan 

diberikan sanksi, dan adanya output dan outcome yang terukur. Akuntabilitas 

menjadikan sebuah indikator yang sangat penting dalam kemampuan 

pemerintahan terhadap kepercayaan dari masyarakat dan dimana sebagai salah 

satu tolak ukur dari absah tidaknya partisipasi masyarakat. Dimana didasarkan 

pada Indikator Akuntabilitas pada PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 terkait 

laporan Keuangan Desa salah satunya Laporan realisasi pelaksanaan APBDes di 

sampaikan sekurang-kurangnya minggu kedua di bulan Juli  pada tahun berjalan. 

Didasarkan dari fenomena tersebut,  peneliti mengumpulkan data laporan 

keuangan yaitu RKP, RPJM, Laporan Pertanggungjawaban dan pelaporan 

perealisasian APBDes Semester I. Terdapat di Laporan Realisasi Pelaksanaan 

APBDes bahwasannya desa dalam menyusun laporan lebih dari bulan juli tahun 

berjalan. 
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Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu belum 

mengoptimalkan pada memaparkan atau pembaharuan ulang terhadap papan 

informasi Perubahan Angggaran Pendapatan Belanja dan Desa kemasyarakat, 

sehingga kita dapat mengetahui informasi Perubahan Anggaran Pendapatan 

Belanja dan Desa dari papan informasi atau baliho yang desa paparkan dan 

mudahnya masyarakat mengakses informasi melalui website atau media sosial 

lainnya sebagai dasar menilai kebutuhan masyarakat terhadap laporan tersebut. 

Desa ini melakukan keterlambatan penyusunan terhadap Laporan realisasi 

Pelaksanaan APBDesa, sehingga hal ini sebagai untuk mengetahui informasi 

laporan tersebut sebagai dasar menilai sebuah pertanggungjawaban desa itu 

sendiri. Desa sudah menyajikan Papan informasi atau baliho yang memuat 

laporan keuangan, tetapi belum melakukan pembaharuan ulang papan informasi 

mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa dan dalam tugas 

pertanggunjawaban desa sudah dilaksanakan, tetapi belum sesuai waktu dalam 

Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaannya. 

Berdasarkan  penjelasan permasalahan yang ada, peneliti bermasuksud perlu 

mengetahui serta melakukan penelitian secara spesifik lagi tentang Transparansi 

dan Akuntabilitas pada Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri 

Hulu. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian ini dengan judul 

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada 

pemerintahan Desa Sidomulyo  Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latarbelakang sebelumnya, terkait dengan rumusan masalah 

yang diangkat peneliti berupa Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas 

pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dari penjelasan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian tersebut 

sebagai pengurai dan penganalisisan Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah 

desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik 

Kabupaten Indragiri Hulu 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis yakni bagi peneliti serta penelitian lainnya, 

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya tentang kesulitan yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan lebih banyak pengetahuan dan informasi. Selain itu 

juga dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya yang 

lebih teliti. 

2. Manfaat praktis yakni teruntuk Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik 

Kabupaten Indragiri Hulu, penelitian ini dapat memberikan pembahasan 

atas anggaran pemerintahan yang sesuai dengan peraturan daerah yang 

ada. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Para peneliti memberikan ringkasan singkat berikut dari setiap bab sub-isi 

sehingga pembaca dapat menerima gambaran singkat tentang topik yang akan 

dibahas dalam penelitian ini: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada Bab ini  memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika 

Penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Pada Bab ini memuat Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan 

Keuangan Desa, Pendapatan dan Belanja Desa, Alokasi Dana 

Desa, Pembiayaan Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa. Dan Hipotesis 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada Bab ini memuat Desain Penelitian, Objek Penelitian, Jenis 

dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisis 

Data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada Bab ini memuat gambaran umum mengenai Objek 

Penelitian, hasil penelitian transparansi dan akuntabilitas. 
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BAB  V : SIMPULAN DAN SARAN 

 Pada Bab ini memuat tentang kesimpulan dari keseluruhan isi  

penelitian yang dilakukan serta memberikan saran terhadap 

berbagai pihak. 

 

 

 



 
 

13 
 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Telaah Pustaka 

2.1.1. Transparansi 

a. Pengertian Transparansi 

Didasarkan dari PERMENDAGRI No 20 tahun 2018 membahas terkait 

transparansi dimana merupakan asas pengelolaan serta pemanfaatan keuangan 

desa, hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami keuangan daerah dan 

memiliki akses yang sebesar-besarnya. Transparansi adalah jaminan bahwa setiap 

orang memiliki akses yang bebas dan terbuka terhadap informasi tentang 

bagaimana pemerintah dijalankan, termasuk informasi tentang kebijakan, 

langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikannya, dan hasil yang dicapai. 

Menurut Mardiasmo (dalam Iznillah et al., 2018) mengemukakan bahwa 

Transparansi pemerintah mengacu pada seberapa mudah diaksesnya upaya 

pengelolaan sumber daya publik. Keterbukaan ini perlu diwujudkan dalam bentuk 

fakta keuangan dan fiskal yang relevan dan dapat dipahami. Transparansi terjadi 

ketika peran dan tanggung jawab jelas, publik dapat diakses secara informal di 

berbagai tahap proses penganggaran, dan kejujuran, informasi, dan pembenaran 

dijamin.  Transparansi didasarkan pada hak publik agar dilakukkannya secara 

terbuka dan menyeluruh memahami tanggung jawab pemerintah dalam mengelola 

sumber daya dan kepatuhannya terhadap hukum dan peraturan. 
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Menurut Mahmudi (2011) Transparansi adalah pelaksanaan tugas dan 

operasional yang dapat diakses oleh masyarakat umum, dimulai dari proses 

pembuatan kebijakan dan berlanjut melalui perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan pengendalian dengan akses yang mudah kepada publik yang 

butuh informasi terkait dengan hal itu. 

Menurut Andrianto (dalam Widiyanti 2017) mengemukakan Transparansi 

publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan 

memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam 

proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh 

penyelenggaraan harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang 

cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya. Transparansi 

dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, 

lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti 

dan dipantau. Adapun manfaat dari adanya transparansi anggaran ini menurut 

Andrianto (dalam Widiyanti 2017) yakni : 

1. Mencegah Korupsi 

2. Lebih mudah mengidentifikasi  kelemahan dan kekuatan kebijakan 

3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakatakan lebih 

mampu mengukur kinerja pemerintah 

4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintahuntuk 

memutuskan kebijakan tertentu. 



15 
 

 
 

5. Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah 

akan terbentuk.  

Transparansi dapat didefinisikan sebagai kesediaan organisasi untuk memberi 

tahu pemangku kepentingan tentang penggunaan sumber daya publiknya. Salah 

satu aspek good governance yang harus dipegang oleh lembaga publik adalah 

transparansi dalam pengelolaan dana publik.  

b. Indikator Transparansi 

Menurut Andrianto (dalam Widiyanti 2017), Bahwa Indikator Transparansi 

terdiri dari yaitu : 

1. Adanya tidak kerangka kerja hukum bagi transparansi. 

a. Adanya Peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi 

b. Adanya kerangka kerja hukum yang emberi defenisi yang jelas tentang 

peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manejemen 

fiskal 

c. Adanya basis legal untuk pajak 

d. Adanya bisnis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan 

memengut pajak dari pemerintah daerah 

e. Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-

masing tingkat pemerintahan 

2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran 

a. Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran 

b. Diumumkan setiap kebijakan anggaran 
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c. Dipublikasikan hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh 

lembaga yang berwenang) 

d. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandungb beberapa 

indikasi fisikal  

e. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual 

3. Adanya audit independen dan efektif 

a. Adanya lembaga audit yang independen dan efektif 

b. Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas 

c. Adanya sistem peringatan dini dalam kasus buruknya eksekusi atau 

keputusan anggaran 

4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. 

a. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran 

b. Adanya kesempatan bagi masarakat sipil untuk berpatisipasi dalam 

proses  penganggaran 

Didasarkan dari Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam pelaporan keuangan 

desa harus transparansi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Transparansi 

No. Indikator 

1. 

“Laporan pelaksanaan APB Desa Semester pertama 

disampaikan kepada kepada Bupati/Wali Kota melalui camat”. 

2. 

“Laporan realisasi APB Desa,laporan realisasi kegiatan, dan 

laporan pertanggungjawaban realisasi APBdesa 

diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi”. 

3. 

“Laporan informasi mengenai jika ada kegiatan yang belum 

selesai atau tidak terlaksana dan Sisa Anggaran”. 

4. 

“Melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk 

membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa”. 

5. “Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang diikuti oleh 
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Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Unsur 

Masyarakat”. 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2018 

2.1.2. Akuntabilitas 

a. Pengertian akuntabilitas 

Akuntabilitas ialah pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (SAP No. 71 Tahun 2010). 

Menurut Setiana dan Yuliani (2017) Akuntabilitas adalah kewajiban 

pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

pertanggungjawaban tersebut. 

Berdasarkan penjelasan pendapat para ahli tersebut, sehingga dapat ditari 

kesimpulan akuntanbilis untuk bertujuan memberikan pertangggungjawaban serta 

menerangkan segala aktivitas untuk pihak pemberi amanah. 

b. Indikator Akuntabilitas  

Menurut Sholihin dalam (Purwadewi, et al 2017) mengatakan bahwa 

indikator minimum akuntabilitas yakni : 

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur 

pelaksanaan 

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam 

pelaksanaan 
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3. Adanya output dan outcame yang terukur 

Perangkat indikator akuntabilitas yakni : 

1. Adanya Standart Operating Procudere dalam 

2. Penyelenggaran urusan pemerintahan 

3. Dalam penyelenggaraan keweanangan atau pelaksanaan kebijakan  

4. Mekanisme pertanggungjawaban 

5. Laporan tahunan 

6. Laporan pertanggungjawaban 

7. Sistem pemantauan kinerja penyelengara negara 

8. Sistem pengawasan 

9. Mekanisme reward and punishment 

Didasarkan dari Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam laporan keuangan 

desa harus akuntabilitas sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Tahap Perencanaan Akuntabilitas 

No. Indikator 

1. 

“Sekretaris Desa mengoordinasikan Rancangan Peraturan 

Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun 

berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa ysng diatur 

dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun”. 

2. 
“Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa 

tentang APBDesa kepada Kepala Desa”.  

3. 

“Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan 

oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa 

untuk dibahas dan disepakati bersama”. 

4. 

“Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah 

disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati melalui camat”. 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2018 
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Tabel 2.3 

Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas 

No. Indikator 

1. 

“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan 

penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan 

melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk 

Bupati/wali kota”. 

2. 
“Rekening kas Desa dibuat oleh pemerintah desa dengan 

spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan”. 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2018 

 

Tabel 2.4 

Tahap Penatausahaan Akuntabilitas 

No. Indikator  

1. 
“Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan 

sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan”. 

2. 
“Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap 

penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum”. 

3. 
“Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir 

tahun”. 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2018 

 

Tabel 2.5 

Tahap Pelaporan Akuntabilitas 

No. Indikator 

1. 
“Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa 

semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat”. 

2. “Laporan pelaksanaan APBDesa”. 

3. “Lapangan realisasi kegiatan”. 

4. 

“Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan 

paling lambat minggu kedua bulan juli tahun b erjalan”. 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2018 

 

Tabel 2.6 

Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas 

No.  Indikator  

1. 

“Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir 

tahun anggaran”. 

2. “Laporan pertanggungjawaban sebagimana dimaksud pada 
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ayat (1) disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir 

tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan 

desa”. 

3. 

“Laporan pertanggungjawaban realiasasi APBDesa terdiri 

dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar 

program sektoral, program daerah, dan program lainnya 

yang masuk ke desa”. 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2018 

 

Media akuntabilitas yang tepat dapat berupa laporan yang menunjukkan 

bagaimana sumber daya organisasi digunakan untuk mencapai tujuan, karena 

pencapaian tujuan adalah sarana untuk mengukur seberapa baik kinerja orang dan 

lembaga organisasi. Sasaran tersebut bisa dicermati pada rencana strategis rencana 

kerja, organisasi, maupun rencana kerja tahunan dengan selalu mengacu pada 

rencana  jangka panjang dan  menengah (RJPM) maupun rencana kerja 

pemerintah (RKP). 

2.1.3. Pengelolaan Keuangan Desa 

Kewajiban serta hak Desa dimana dapat dinilai dengan uang, maupun yang 

berkaitan yang berupa uang dan hasil bumi berkaitan dengan pemenuhan hak serta 

kewajiban Desa, disebut sebagai “keuangan Desa” dalam pasal 71 ayat (1) 

Undang-Undang No. mor 6 Tahun 2014. Lalu, di dalam ayat (2) disebutkan 

bahwa penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, dan penatausahaan keuangan desa 

bersumber dari adanya hak dan kewajiban. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 

2018 Pasal 2 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa wajib 

dikelola secara tertib, disiplin anggaran, dan berdasarkan prinsip yang transparan, 

akuntabel, dan partisipatif. Tahun anggaran desa yang berlangsung dari tanggal 1 
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Januari sampai dengan 31 Desember adalah satu (satu) tahun. Sebagai pemilik 

kewenangan pengawasan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut: 

a. Menetapkan kebijakan pengaktualan APBDes. 

b. Membuat pedoman penyelenggaraan barang milik desa 

c. Pertimbangkan untuk mengambil tindakan yang mengarah pada 

pengeluaran uang dari anggaran desa. 

d. menyesuaikan PPKD 

e. DPA, DPPA, dan DPAL disetujui 

f. menyetujui baik SPP maupun RAK desa 

Pengelolaan keuangan pada desa secara umum digambarkan. Menurut 

Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dibagi menjadi 

banyak tahapan siklus, antara lain pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 

perencanaan, dan penatausahaan. Masing-masing tahapan berlangsung selama 1 

tahun penggaran, yaitu dimulai dari 1 Januari hingga pada 31 Desember. Prosedur 

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa diuraikan lebih mendalam sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 

 

Sumber : https://www.bpkp.go.id  

 



22 
 

 
 

Jelas dari siklus atau gambaran pengelolaan keuangan di atas bahwa terdapat 

peraturan-peraturan untuk tiap proses pengoperasian keuangan desa harus 

dimengerti serta direalisasikan dalam kerangka waktu tertentu. Contoh berikut 

akan membantu menggambarkan hal ini: 

a. Perencanaan.  

Pada Pasal 31 Permendagri 20 Tahun 2018, membahas terkait perencanaan 

dimana telah diatur beberapa ketentuan dimana ketentuan tersebut dapat 

berupa: 

1) Perencanaan pada pengelolaan keuangan desa meliputi 

penganggaran pendapatan serta pengeluaran pemerintah desa untuk 

tahun penganggaran yang sesuai. 

2) Didasarkan pada RKP Desa tahun yang bersangkutan serta 

persyaratan penyusunan APBDesa berdasarkan peraturan 

Bupati/Walikota setiap tahun, Sekretaris Desa melakukan 

pengawasan terhadap pembuatan rancangan APBDesa. 

3) Peraturan Bupati/Walikota yang sesuai dengan pembahasan di atas 

minimal memuat: 

a) Kebijakan kabupaten dan kota dikoordinasikan pada kebijakan 

Desa dan RKPDesa. 

b) Pedoman penyusunan APBDesa. 

c) Pedoman Kesiapsiagaan Anggaran Desa 

d) Persiapan teknis APBDesa 

e) Fitur unik lainnya. 
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4) Isi usulan Perdes tentang APBDes diambil dari rancangan APBDes 

yang dikembangkan. 

b. Pelaksanaan.  

Pada pasal 43 Permendagri No 20 Tahun 2018 membahas terkait 

pengaktualannya. Dimana telah diatur beberapa hal yang bersangkutan 

dengan pelaksanaan.  

1) Penerimaan serta pengeluaran pada desa ditangani dengan 

menggunakan rekening kas Desa pada bank yang dipilih oleh 

Bupati/Walikota sebagai unit pengimplementasian pengelolaan 

keuangan desa. 

2) Pemerintah Desa membuat rekening kas Desa, sebagaimana 

disebutkan pada langkah sebelumnya, dengan contoh tanda tangan 

Kepala Desa dan Pejabat Keuangan. 

3) Di desa yang tidak memiliki akses layanan perbankan, rekening 

kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan sampel tanda tangan 

kepala desa dan petugas keuangan di lokasi terdekat. 

c. Penatausahaan.  

Menurut Permendagri 20 tahun 2018 membahas hal yang berkaitan pada 

tata usaha. Dimana dalam peraturan ini memuat hal-hal yang khusus 

dengan penatausahaan. 

1) Kepala Keuangan melakukan administrasi keuangan dalam 

implementasi fungsi perbendaharaan. 
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2) Setiap penerimaan serta pembayaran dimasukkan ke dalam buku 

kas umum oleh bagian keuangan. 

3) Setiap tahun, pencatatan dalam buku kas umum yang disebutkan 

pada poin sebelumnya ditutup. 

4) Kepala Bagian Keuangan wajib memberitahukan kepada Sekretaris 

Desa sekurang-kurangnya pada tanggal 10 bulan berikutnya 

tentang buku kas umum dimana akan ditutup pada setiap akhir 

tahun. 

d. Pelaporan  

Dalam waktu pelaporan, pemerintah desa diwajibkan untuk mematuhi 

Permendagri 20 tahun 2018 pasal 68, yang mengatur bahwa:  

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada 

Bupati/Walikota berupa:  

a) laporan pelaksanaan APBDesa 

b) laporan realisasi kegiatan 

2) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud dengan 

cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud 

dengan pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun 

berjalan. 

e. Pertanggungjawaban  

Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dari pemerintah desa harus 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dimana kriteria tersebut 
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diruraikan pada Permendagri No. 20 tahun 2018pasal 70. Dalam peraturan 

tersebut memuat beberapa kriteria dimana:  

1) Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota atas pencapaian 

APBDes.  

2) Menurut undang-undang desa, laporan pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud pada kalimat sebelumnya harus 

disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir.  

3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:  

a) Laporan Keuangan, terdiri atas :  

1. Laporan realisasi APBDesa 

2. Catatan atas laporan keuangan  

b) Laporan realisasi kegiatan 

c) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya 

yang masuk kedesa 

Pertanggungjawaban keuangan desa harus diinformasikan kepada 

masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 72 bahwa:   

1) Laporan sebagaimana dimaksud pasal 68 dan 70 diinformasukan 

melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 

2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat : laporan realisasi APBDdesa, laporan realisasi kegiatan, 
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kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran 

dan alamat pengaduan. 

2.1.4. Pendapatan Desa dan Belanja Desa 

a. Pendapatan Desa 

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 menguraikan terkait dengan 

pendapatan, dimana Pendapatan adalah jumlah seluruh pendapatan desa pada satu 

tahun anggaran tertentu yang merupakan milik desa dan tidak mewajibkan desa 

untuk mengembalikannya.  

Pendapatan desa terdiri atas kelompok nya yakni  : 

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa) 

Pendapatan Asli desa adalah hasil dari potensi desa tersebut yang telah 

diolah serta menghasilkan pendapatan sendiri dari desa tersebut. 

Kelompok Pendapatan asli Desa terdiri atas jenis : 

a) Hasil Usaha, misalnya hasil Badan Usaha Milik Desa, tanah kas desa. 

BUMDes, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala 

masyarakat, pengelolaan tambang mineral bukan logam, bantuan 

pertambangan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lain 

dan tidak untuk diperjualbelikan, merupakan sumber pendapatan 

tambahan yang dapat dikelola oleh desa. 

b) Hasil Aset, seperti pasar desa, jaringan irigasi, tambatan perahu dan 

tempat pemandian umum. 

c) Swadaya, Partisipasi serta Gotong Royong  
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d) Hasil pungutan desa. 

2. Pendapatan Transfer Desa 

Pendapatan transfer desa adalah pendapatan desa yang diperooleh dari 

entitas lain misalkan transfer dari pemerintah provinsi,kota,kabupaten dan 

pusat. 

Kelompok Transfer desa Atas jenis : 

a) Dana Desa 

b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota  

c) Alokasi Dana Desa  

d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 

e) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/kota. 

3. Pendapatan Desa Lain-lain yang sah 

Organisasi ini menerima hibah dan donasi dari pihak ketiga yang tidak 

memiliki kekuatan hukum, seperti hadiah keuangan dari pihak ketiga, hasil 

kerja sama mereka dengan pihak ketiga, atau bantuan dari bisnis lokal. 

b. Belanja Desa 

Dalam permendagri No. 20 Tahun 2018, terdapat penjelasan terkait dengan 

belanja daerah. Dimana belanja desa adalah jumlah total pengeluaran dari 

rekening desa selama satu tahun anggaran yang menjadi tugas desa tetapi tidak 

akan diganti oleh desa. Pelaksanaan kewenangan desa dibiayai oleh belanja 

daerah. 

Kategori berikut membentuk kategorisasi pengeluaran desa: 

1. pemerintah desa 
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2. Mempraktikkan pembangunan desa 

3. pembangunan masyarakat di desa 

4. pemberdayaan masyarakat di desa 

5. Penanggulangan bencana, tanggap darurat, dan urgensi desa. 

Menurut RKPDesa, kelompok belanja diklasifikasikan ke dalam kegiatan yang 

akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini termasuk pengeluaran untuk 

modal serta produk dan jasa. Biaya staf yang dianggarkan termasuk tunjangan 

BPD, yang dibayarkan setiap bulan, serta gaji tetap kepala desa dan tunjangan 

aparat desa. 

Belanja desa yang diterapkan telah ditetapkan dalam APBDesa dengan dasar 

hukum PP No 43 Tahun 2014. Dimana dalam peraturan ersebut mengatur terkait 

dengan ketentuan penerapan belanja desa yang ada. Dimana beberapa ketentuan 

tersebut berupa: 

1. Penyelenggaraan, pelaksanaan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, 

dan pembangunan desa secara keseluruhan mendapatkan paling sedikit 70% 

dari seluruh anggaran desa. 

2. Pendapatan tetap dan biaya tunjangan kepala desa dan perangkat desa tidak 

lebih dari 30% dari keseluruhan anggaran desa. 

3. Operasional pemerintah desa. 

4. Tunjangan serta biaya operasional BPD 

5. Insentif rukun tetangga serta warga 
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2.1.5 Alokasi Dana Desa (ADD) 

a. Pengertian Alokasi Dana Desa 

Menurut PP No. 47 Tahun 2015, penyaluran dana desa berupa dana 

perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota, setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus (DAK). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota 

mengalokasikan uang ADD ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya 

setiap tahun anggaran. Paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diperoleh 

kabupaten atau kota dialokasikan untuk ADD setelah dana alokasi khusus 

dikurangi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Pertimbangan Alokasi Dana Desa antara lain sebagai berikut:  

1 Mengenai kebutuhan biaya penghasilan tetap kepala desa dan 

perangkat desa. 

2 Mengenai Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka  

kemiskinan dan tingkat kesulitan letak geografis desa. Hal ini di 

tetapkan dengan peraturan bupati/walikota masing-masing daerah.  

b. Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mempunyai prinsip-prinsip yakni 

diantaranya : 

1. Sebuah bagian yang penting sehingga tidak memungkinkan  terpisahkan 

dari pengelolaan keuangan desa. 
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2. Keseluruhan kegiatan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara 

terbuka, dimana melibatkan seluruh masyarakat desa serta dana yang 

didanai Alokasi Dana Desa 

3. Keseluruhan kegiata dapat untuk mempertanggungjawabkan sesuai 

administrasi, teknis serta hukum yang telah di tetapkan 

4. Dilakukan memakai prinsip yang hemat,terarah, tepat serta terkendali. 

2.1.6. Pembiayaan Desa 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 

2018, pendanaan mencakup semua penerimaan yang harus dibayar kembali 

dan/atau biaya yang akan diganti, baik pada tahun anggaran berjalan maupun 

setelahnya. Kelompok desa membiayai masyarakat. 

a. Penerimaan Pembiayaan  

Sisa dari perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pembagian 

uang cadangan, dan pendapatan dari penjualan aset desa yang dipisahkan 

adalah contoh dari penerimaan pembiayaan. Kelebihan penerimaan yang 

diterima untuk pengeluaran, penghematan pengeluaran, dan sisa uang 

untuk kegiatan tindak lanjut secara bersama-sama disebut SILPA. 

Kebutuhan cadangan dianggarkan untuk menggunakan dana cadangan, dan 

biaya tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan 

belanja desa pada saat dana tersebut diterima. 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Menurut undang-undang desa, pembentukan dana cadangan dan 

penyertaan modal lokal berfungsi sebagai cara untuk membiayai 
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pengeluaran. Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk 

membiayai proyek-proyek yang tidak dapat dibiayai secara bersamaan 

pada tahun anggaran tertentu. Peraturan desa menjelaskan faktor-faktor 

yang menyebabkan terciptanya dana cadangan, program dan kegiatan yang 

akan dibiayai, jumlah dana cadangan yang harus dianggarkan setiap tahun 

dan tepat, sumber dana cadangan, dan anggaran. tahun untuk 

pelaksanaannya. Anggaran untuk uang cadangan ini tidak 

memperhitungkan tahun terakhir kepala desa menjabat.  

2.1.7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, penyesuaian anggaran pendapatan 

dan belanja desa dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. keadaan yang disebabkan oleh kebutuhan untuk mengubah jenis 

pengeluaran. 

b. Situasi yang mengharuskan penggunaan SILPA (sisa dari perhitungan 

anggaran tahun sebelumnya) pada tahun berjalan. 

c. Pendapatan masyarakat mengalami kenaikan atau penurunan pada tahun 

ini. 

d. Tahun yang bersangkutan akan memanfaatkan sisa tabungan dan surplus 

pengeluaran dari perhitungan keuangan tahun berjalan. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hanya dapat dilakukan satu kali 

revisi setiap tahun anggaran. Proses pengajuan revisi APBDesa sama dengan 

proses penetapan APBDesa. 
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2.2. Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan telaah pustaka maka 

dapat diketahui hipotesis adalah Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan 

Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu belum Transparan 

dan Akuntanbel. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain deskriptif kualitatif yang 

bermaksud untuk mennggambarkan sebuah fenomena dengan cara 

mendiskripsikan mengenai pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap 

pertanggungjawaban di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri 

Hulu. Sehingga penelitian ini peneliti dapat memaparkan atau menggambarkan 

tentang Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan 

mengkaitkan indikator Transparansi dan Akuntabilitas. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini dilakukan di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten 

Indragiri Hulu. Adapun peneliti memilih Objek penelitian ini dikarenakan ada 

sebuah alasan yaitu didesa Sidomulyo merupakan salah satu desa yang dikelola 

menurut Permendagri 20 Tahun 2018 yang dimana pada Laporan realisasi APB 

Desa,laporan realisasi kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

APBdesa belum diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan Sumber Data yaitu menggunakan jenis data primer dan sekunder.  

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2021) Data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian yang 

informasinya dikumpulkan yakni dari Kepala desa, sekretaris desa, 

kaur keuangan, dan tokoh masyarakat termasuk di antara narasumber 

yang secara pribadi dihubungi peneliti untuk penelitian ini.  

2. Data Sekunder  

Menurut Sugiyono (2021) Data Sekunder adalah sumber tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen. Penelitian ini dikumpulkan dengan 

Catatan pemerintah desa dari Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik dan 

Kabupaten Indragiri Hulu memberikan data kepada peneliti. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan dengan cara 

Dokumentasi dan Wawancara. 

1. Dokumentansi  

Menurut Sugiyono(2021) menjelaskan terkait dengan dokumentasi berupa 

sebuah kumpulan analisis berupa uraian dari histori yang telah berlalu. 

Dimana dari analisis tersebut digambarkan dalam berbagai bentuk berupa 

tulisan, karya berupa monument ataupun gambar. peneliti memperoleh dari 

dokumen administrasi berupa arsip yang telah dikumpulakan dan dimiliki 
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oleh Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, yakni 

mengumpulkan data secara membuat copy dari arsip asli dokumen 

tersebut, yakni berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Laporan 

Realisasi Anggaran, Rencana Kerja Pemerintah, Laporan Perubahan 

APBDesa, Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama, Foto 

Tampak depan Buku Kas Umum 2020, dan Rekening kas. 

2. Wawancara  

Wawancara dipakai dalam pendekatan pengumpulan data, menurut 

Sugiyono (2021), peneliti yang akan melakukan studi awal dalam 

mengidentifikasi masalah yang sekiranya penting untuk diteliti serta jika 

peneliti tertarik untuk belajar lebih banyak dari responden. Hal ini menjadi 

bukti bahwa keterbukaan informasi antara desa dan masyarakat tidak sama 

pada saat analisis data. Berikut langkah-langkah transparansi dan 

akuntabilitas disesuaikan dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018:  

1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sidomulyo 

Adapun untuk mengukur transparansi dalam Pengelolaan 

Keuangan yang ada pada desa Sidomulyo peneliti memakai 

PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 dan Teori Menurut 

Andrianto (dalam Widiyanti 2017) sebagai pedoman pengukuran 

transparansi yang sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Indikator Transparansi 

No. Indikator 

1. 
“Laporan pelaksanaan APBDesa Semester Pertama 

disampaikan kepada Bupati/wali kota camat” 
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2. 

“Laporan realisasi APB Desa,laporan realisasi kegiatan, 

dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBdesa 

diinformasikan kepada masyarakat melalui media 

informasi” 

3. 
“Laporan informasi mengenai jika ada kegiatan yang 

belum selesai atau tidak terlaksana dan Sisa Anggaran” 

4. 

“Melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 

untuk membahas dan menyepakati Rencana Kerja 

Pemerintah Desa” 

5. 

“Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang diikuti 

oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, 

dan Unsur Masyarakat” 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 

20 Tahun 2018 

 

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sidomulyo 

Adapun untuk mengukur Akuntabilitas pada Pengelolaan 

Keuangan yang ada pada desa Sidomulyo peneliti menggunakan 

PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 sebagai pedoman 

pengukuran Akuntabilitas yang terdiri beberapa tahap antara lain 

yakni : 

Tabel 3.2 

Indikator Perencanaan 

No.  Indikator 

1. 

“Sekretaris Desa mengoordinasikan Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan 

RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan 

APBDesa ysng diatur dengan peraturan Bupati/Wali 

Kota setiap tahun” 

2. 
“Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan 

Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa” 

3. 

“Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa 

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan 

Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati 

bersama” 

4. 

“Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang 

telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa 

kepada Bupati melalui camat” 
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Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 

20 Tahun 2018 

Tabel 3.3 

Indikator Pelaksanaan 

No. Indikator 

1. 

“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan 

penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan 

melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk 

Bupati/wali kota” 

2. 

“Rekening kas Desa dibuat oleh pemerintah desa 

dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur 

keuangan” 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 

20 Tahun 2018 

Tabel 3.4 

Indikator Penatausahaan 

No.  Indikator 

1. 
“Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan 

sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan” 

2. 
“Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap 

penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum” 

3. 
“Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir 

tahun” 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 

20 Tahun 2018 

Tabel 3.5 

Indikator Pelaporan 

No. Indikator 

1. 

“Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan 

APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota 

melalui camat” 

2. “Laporan pelaksanaan APBDesa” 

3. “Lapangan realisasi kegiatan” 

4. 

“Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh 

laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun 

berjalan” 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 

20 Tahun 2018 

Tabel 3.6 

Indikator Pertanggungjawaban 

No.  Indikator  

1. 

“Kepala Desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada 

Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran” 
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2. 

“Laporan pertanggungjawaban sebagimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan paling lambat tiga bulan 

setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan 

dengan peraturan desa” 

3. 

“Laporan pertanggungjawaban realiasasi APBDesa 

terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, 

daftar program sektoral, program daerah, dan program 

lainnya yang masuk ke desa” 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 

20 Tahun 2018 

 

Transparansi  serta Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat 

dikatakan  transparansi dan akuntabilitas atau tidak nya apabila sesuai 

maupun  tidak sesuai dengan  indikator berdasarkan PERMENDAGRI No. 

20 Tahun 2018 dengan keterangan berikut : 

1. Sesuai (S) 

2. Belum Sesuai (BS) 

3. Belum Terjadi (BT) 

3.5 Teknik Analisis Data  

Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif. Teknik Analisis Data adalah proses mencari data, 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh Berdasarkan hasil wawancara, 

catatan lapangan dan dokumen, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, memecahnya menjadi unit, Melakukan sintesis, menyusun menjadi pola, 

memilih mana yang penting, akan diteliti dan ditarik kesimpulan sehingga mudah 

dipahaami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada penelitian ini analisis datanya 

menggunakan model Miles and Huberman dalam sugiyono(2021), Berikut  

langkah-langkah aktivitas dalam analisis data : 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data ialah perangkuman hal penting hingga menetukan tema. 

Sehinga dapat memunculkan interpretasi yang lebih jelas, serta 

mempermudahkan untuk melakukan tahap selanjutnya. 

2. Penyajian data 

Penyajian data ialah proses penyusunan sekumpulan data dan informasi 

dibuat dnegan menyajikan dalam pola agar untuk mendapatkan hasil 

kesimpulan. 

3. Conclusion Drawing 

Langkah dalam teknik ini yaitu penarikan kesimpulan, yakni untuk 

mendapatkan sebuah makna dari data yang diperoleh dengan persamaan 

dan perbedaan  sehingga dapat menarik kesimpulan dari berbagai  jawaban 

yang sedang diteliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Sidomulyo  

Penduduk Desa Sidomulyo berusaha untuk hidup terhormat, puas, dan 

berkembang. Ketika desa Sidomulyo pertama kali bergabung dengan Amanah 

Pasir Ringgit, itu adalah dusun kecil. Saat itu, ada penduduk yang tinggal di barak 

dan bertani. Bangsal Ladang adalah nama desa sebelumnya. Pada tahun 1929, 

sebuah perusahaan perkebunan karet membawa sebagian besar penduduk dari 

Jawa. Jumlah pekerja kontrak Jawa bertambah dan menetap di Desa Sidomulyo 

setiap tahunnya. Mereka bekerja sebagai buruh dan juga petani. Mereka harus 

bersaing dengan era Belanda, Jepang, dan Agresi sebagai petani penggarap. 

Keberadaan mereka dengan demikian cukup meresahkan. Para tetua Dusun 

Bangsal Ladang mengusulkan pada tahun 1948 agar didirikan desa atau kampung, 

dan usulan ini dipelopori oleh Pak Bakat, Pak Basiran, dan mulut Pak Huttapea. 

Hasilnya, diputuskan bahwa Pak Paiman, Pak Kromo Karso, Pak Sukardi, dan 

Pak Paiman masing-masing menguasai dusun Sidomulyo dari tahun 1948 sampai 

1953, 1953 sampai 1957, dan 1957 sampai 1958.  

Awal tahun 1959, ada dua calon kepala desa yang mencalonkan diri: Pak 

Umar Hasan dan Pak Kemin S. Saat itu ada 350 pemilih yang hadir, dan ketika 

pemungutan suara dilakukan dengan cara mengumpulkan tongkat, Pak Umar 
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Hasan mendapat 100 suara. Maka dengan kemenangan ini Bapak Kemin. S 

dinyatakan sah menjadi Kepala Kampung, dan beliau menjabat dari tahun 1959 

sampai dengan tanggal 30 Oktober 1990. Pada tanggal 07 Oktober 1990 di adakan 

pemilihan Kepala Kampung atau Kepala Desa yang di ikuti oleh 3 calon yaitu : 

1. Samud 

2. Syafrudin  

3. Sutip Tatang Suyono 

Dari 607 pemilih ternyata Bapak Samud memperoleh 57 suara, Bapak 

Syafrudin 79 suara dan Bapak Sutip Tatang Suyono mendapat 457 suara 

sedangkan sisa nya hangus. Maka dari hasil tersebut Bapak Sutip Tatang Suyono 

terpilih sebagai Kepala Desa Sidomulyo dan beliau menjabat dari tahun 1990-

1999. Kemudian pada pertengahan tahun 1999 diadakan pemilihan kepala desa 

yang diikuti oleh 3 calon yaitu : 

1. Abdul Aziz 

2. Suradi 

3. Misnirso 

Dari hasil perhitungan suara  ternyata Bapak Suradi memperoleh suara 

terbanyak sehingga beliau sah menjadi Kepala Desa Sidomulyo yang masa 

jabatannya dari tahun 1999-2007. Setelah habis masa jabatannya, diselenggarakan 

pemilihan kembali untuk memilih kepala desa dimana terdapat 3 calon kepala 

desa yaitu: 

1. Suradi 
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2. Suherman 

3. Budiyanto 

Dan pada pemilihan ini Bapak Suradi kembali memperoleh suara terbanyak 

dan beliau menjabat sebagai kepala desa sidomulyo sampai tahun 2013. 

Selanjutnya, dalam 2013 diselenggarakan pemilihan umum dalam pemilihan 

kepala desa, dimana terdapat 2 clon pada pemilihan tersebut yaitu: 

1. Sarbuyanto 

2. Budiyanto 

Dari hasil perhitungan suara antara kedua calon kepala desa tersebut ternyata 

Bapak Budiyanto memproleh suara terbanyak. Dengan kemenangan ini maka 

Bapak Budiyanto memperoleh suara terbanyak. Dengan kemenangan ini maka 

Bapak Budiyanto sah menjabat sebagai Kepala Desa Sidomulyo sampai sekarang. 

4.1.2. Struktur Organisasi Desa Sidomulyo 

Agar lebih jelas dalam mengetahui bagaimana struktur organisasi pada Desa 

Sidomulyo dapat diamati pada ilustrasi berikut: 
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Gambar 4.1  

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik 

Kabupaten Indragiri Hulu  

 

Sumber : Kantor Desa Sidomulyo 

4.1.3. Visi dan Misi Desa Sidomulyo 

1. Visi  

Adapun visi Desa Sidomulyo adalah Membangun bersama dengan iman 

dan kerja keras menuju masyarakat sejahtera dan mulia. 

2. Misi 
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Adapun misi Desa Sidomulyo sebagai berikut : 

1. Mengembangkan dan meningkatkan usaha kecil dan menengah 

2. Meningkatkan sarana dan prasarana jalan 

3. Meningkatkan kesehatan masyarakat 

4. Meningkatkan mutu, sarana, dan prasarana pendidikan 

5. Meningkatkan keterampilan dan sumber daya manusia masyarakat  

6. Mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya yang ada 

7. Meningkatkan kehidupan bergotong-royong dan kerukunan hidup 

8. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

9. Meningkatkan pelayanan admninistrasi kepada masyarakat 

10. Mengembangkan sumber daya dan potensi yang ada 

4.1.4. Letak Geografis Desa Sidomulyo 

Desa Sidomulyo terletak didalam wilayah Kecamatan Lirik Kabupaten 

Indragiri Hulu dimana bagian-bagiannya bersebelahan langsung dengan 

beberapa wilayah seperti : 

1. Bagian Utara bersebelahan Desa Gudang Batu 

2. Bagian Selatan bersebelahan Desa Japura  

3. Bagian Timur bersebelahan Desa Pasir Ringgit 

4. Bagian Barat bersebelahan Kelurahan Tanah Merah dan Kelurahan Sekar 

Mawar. 
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Luas wilayah Desa Sidomulyo adalah lebih kurang 7 Km
2 

dimana 80% 

adalah berupa daratan yang hampir 70% berupa daerah untuk perumahan 

sisanya adalah untuk perkebunan dan pertanian. Letak Desa Sidomulyo sangat 

strategis karena merupakan desa yang terletak di jalan Lintas Timur dimana 

ada sebuah Bandara Udara didalamnya yaitu Bandara Udara Japura Rengat 

dan juga tempat dimana ada sebuah markas TNI-AD yaitu Markas Kompi 

Yonif Kipan B. 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sidomulyo 

Menurut Andrianto (dalam Widiyanti 2017) Transparansi publik adalah suatu 

keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi 

partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber 

daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggaraan harus dapat 

diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk 

berpartisipasii secara luas didalamnya.  

Prinsip  transparansi diwujudkan dimana dalam perencanaan alokasi dana 

desa melibatkan Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Daerah, dan Unsur 

Masyarakat. Sehingga dalam pengerjaan kegiatan fisik dan dalam pengambilan 

keputusan progam kegiatannya melalui papan informasi yang dipampang di 

kantor desa agar masyarakat mengetahui program apa saya yang didanai oleh 

pemerintah desa dan masyarakat lebih mudah untuk mengawasi dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan desa apabila ada kendala dan penyimpangan. 
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Adanya respon positif dari masyarakat akan terwujudnya good governance itu 

sendiri terhadap pemerintah desa 

Adapun untuk mengukur transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Sidomulyo disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2018 dan teori menurut Andrianto (dalam Widiyanti 

2017) sebagai pedoman pengukuran transparansi yang sebagai berikut. 

Tabel 4.1 

Indikator Pengukuran Transparansi 

No. Indikator Sumber 

Hasil 

Wawancara/

Dokumen 

Keterangan  

Sesuai(S), 

Belum 

Sesuai(BS), 

Belum 

Terjadi (BT) 

1. 

“Laporan 

pelaksanaan APB 

Desa Semester 

pertama 

disampaikan 

kepada kepada 

Bupati/Wali Kota 

melalui camat”. 

Kepala Desa Kepala Desa 

Menyampaik

an Laporan 

Pelaksanaan 

APB Desa 

Semester 

pertama 

kepada camat 

S 

2. 

“Laporan realisasi 

APB Desa,laporan 

realisasi kegiatan, 

dan laporan 

pertanggungjawaba

n realisasi 

APBdesa 

diinformasikan 

kepada masyarakat 

melalui media 

informasi”. 

Kepala Desa 

Tokoh 

Masyarakat 

Kepala desa 

menginforma

sikan 

Laporan 

realisasi APB 

Desa kepada 

masyarakat. 

Tetapi, 

Media 

Informasi 

yaitu baliho 

yang telah di 

pasang tidak 

S 
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bertahan 

lama yang 

dikarenakan 

oleh faktor 

cuaca dan 

sebagian 

masyarkat 

belum dapat 

untuk melihat 

laporan 

tersebut dan 

pemerintah 

desa tidak 

melakukan 

pembaharuan 

ulang 

terhadap 

media 

innformasi 

tersebut 

3. 

“Laporan informasi 

mengenai jika ada 

kegiatan yang 

belum selesai atau 

tidak terlaksana 

dan Sisa 

Anggaran”. 

Kepala Desa Sudah Ada di 

dalam Media 

Informasi 

Yaitu Baliho. S 

4. 

“Melakukan 

Musyawarah 

Rencana 

Pembangunan Desa 

untuk membahas 

dan menyepakati 

Rencana Kerja 

Pemerintah Desa”. 

Kepala Desa 

Tokoh 

Masyarakat 

Pemerintah 

Desa 

Melakukan 

Musyawarah 

Rencana 

Pembanguna

n Desa untuk 

membahas 

dan 

menyepakati 

Rencana 

Kerja 

Pemerintah 

Desa 

S 

5. 

“Musyawarah 

Rencana 

Pembangunan Desa 

yang diikuti oleh 

Pemerintah Desa, 

Kepala Desa 

Tokoh 

Masyarakat 

Dalam 

Musyawarah 

Rencana 

Pembanguna

n Desa ini di 

S 
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Badan 

Permusyawaratan 

Desa, dan Unsur 

Masyarakat” 

ikuti oleh 

Pemerintah 

Desa, Badan 

Permusyawar

atan Desa, 

dan Unsur 

Masyarakar. 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 

2018 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terdapat penjelasan terkait transparansi 

terhadap pengelolaan keuangan desa Sidomulyo. Dimana dari penjelasan tersebut 

menerangkan telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2018 dan Indikator menurut Andrianto (dalam Widiyanti 

2017) dimana kepala desa menyampaikan Laporan pelaksanaan semester pertama 

kepada Camat, Kepala desa menginformasikan Laporan realisasi APB Desa 

kepada masyarakat melalui media infomasi yaitu baliho dan pemerintah desa 

melakukan Musyawarah Recana dan Pembangunan Desa yang diikuti oleh 

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Unsur Masyarakat sebagai 

bentuk keterbukaan pemerintah desa. 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peueliti terhadap tokoh 

masyarakat yang diperlukan untuk mendapatkan  sebuah informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti yaitu Inisial HN, IA, dan M mengatakan bahwa 

pemerintah desa sidomulyo telah mengajak masyarakat untuk Musyawarah 

Rencana Pembangunan Desa untuk menyusun rencana pembangunan di desa 

sidomulyo dan pemerintah desa dalam transparansi nya juga menginformasikan 

bentuk pertanggungjawabaan pemerintah desa kepada masyarakat melalui media 

informasi yakni baliho. Akan tetapi, baliho yang dipasangkan tidak dapat bertahan 



49 
 

 
 

lama di karenakan faktor cuaca atau kondisi alam, sehingga sebagian masyarakat 

belum dapat untuk melihat laporan tersebut dan pemerintah desa tidak melakukan 

pembaharuan ulang terhadap media informasi tersebut 

 Berdasarkan indikaktor pengukuran transparansi diatas, maka dapat di 

diketahui bahwa desa sidomulyo terhadap pengelolaan keuangan desa dapat 

dikatakan cukup transparan. Akan tetapi, dalam penyediaan baliho yang 

dipasangkan tidak dapat bertahan lama di karenakan faktor cuaca atau kondisi 

alam, sehingga sebagian masyarakat belum dapat untuk melihat laporan tersebut 

dan pemerintah desa tidak melakukan pembaharuan ulang terhadap media 

informasi tersebut. 

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sidomulyo 

Menurut Dadang Solihin (dalam Purwadewi et al., 2021) mengatakan bahwa 

indikator minimum akuntabilitas yakni : 

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur 

pelaksanaan 

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam 

pelaksanaan 

3. Adanya output dan outcame yang terukur 

Adapun untuk mengukur Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa di 

Desa Sidomulyo disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2018 dan teori Dadang Solihin (2007) sebagai pedoman 

pengukuran Akuntabilitas yang terdiri beberapa tahap antara lain yakni : 
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1. Perencanaan  

Pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 

pasal 31 ayat (1) menjelaskan terkait perencanaan dimana di dalamnya 

menyangkut terkait dengan perencanaan dalam penerimaan serta pengeluaran 

dari pemerintah desa yang ad pada tahun anggaran yag dimana telah 

dianggarkan pada APBDes. 

Tabel 4.2 

Indikator Pengukuran Tahap Perencanaan Akuntanbilitas 

No. Indikator Sumber 

Hasil 

Wawancara/ 

Dokumentasi 

Keterangan 

Sesuai(S), 

Belum 

Sesuai(BS), 

Belum Terjadi 

(BT) 

1. 

“Sekretaris Desa 

mengoordinasikan 

Rancangan 

Peraturan Desa 

tentang APBDesa 

berdasarkan 

RKPDesa tahun 

berkenaan dan 

pedoman 

penyusunan 

APBDesa ysng 

diatur dengan 

peraturan 

Bupati/Wali Kota 

setiap tahun”. 

Sekretaris Sekretaris desa 

mengordinasik

an penyusnan 

APBDesa 

sesuai 

RKPdesa 

setiap tahun 

S 

2. 

“Sekretaris Desa 

menyampaikan 

rancangan 

peraturan Desa 

tentang APBDesa 

kepada Kepala 

Desa”. 

Sekretaris Sekretaris  

menyampaikan 

rancangan 

peraturan desa 

yakni tentang 

APBDesa 

kepada kepala 

desa 

S 
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3. 

“Rancangan 

peraturan Desa 

tentang APBDesa 

disampaikan oleh 

Kepala Desa 

kepada Badan 

Permusyawaratan 

Desa untuk dibahas 

dan disepakati 

bersama” 

Kepala 

Desa 

Kepala desa 

menyampaikan 

Rancangan 

peraturan desa 

tentang 

APBDesa 

kepada Badan 

Permusyawarat

an Desa 

S 

4. 

“Rancangan 

Peraturan Desa 

tentang APBDesa 

yang telah 

disepakati bersama 

disampaikan oleh 

Kepala Desa 

kepada Bupati 

melalui camat”. 

Kepala 

Desa 

Rancangan 

peraturan Desa 

yang telah 

disepakati 

bersama 

disampaikan 

kepada Bupati 

melalui camat 

S 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 

2018 

Berdasarkan informasi yang ada di tabel 4.2 yang merangkum hasil 

wawancara, Desa Sidomulyo telah mempertanggungjawabkan pengelolaan 

keuangan desanya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2018 teori akuntabilitas, yang menyatakan bahwa 

sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan anggaran desa tahunan sesuai 

dengan RKP desa dan menyampaikannya kepada dewan desa. Kepala desa 

menyampaikan usulan peraturan desa APBDes kepada Badan Permusyawaratan 

Desa untuk dikaji dan diperdebatkan. Camat menyampaikan rancangan peraturan 

Desa yang telah disepakati bersama kepada Bupati. 
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2. Pelaksanaan  

Pasal 43 ayat (1) PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 menyebutkan 

rekening kas desa pada bank yang dipilih oleh bupati atau walikota digunakan 

dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. 

Tabel 4.3 

Indikator Pengukuran Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas 

No. Indikator Sumber 

Hasil 

wawancara/ 

Dokumen 

Keterangan 

Sesuai(S), 

Belum 

Sesuai(BS), 

Belum 

Terjadi (BT) 

1. 

“Pelaksanaan 

pengelolaan 

keuangan desa 

merupakan 

penerimaan dan 

pengeluaran 

Desa yang 

dilaksanakan 

melalui rekening 

kas Desa pada 

bank yang 

ditunjuk 

Bupati/wali 

kota” 

Kepala Desa 

Dokumen 

Penerimaan 

dan 

pengeluaran 

desa yang 

dilaksakan 

melalui 

rekening kas 

desa. 

Lampiran 1: 

Rekening 

Kas 

S 

2. 

“Rekening kas 

Desa dibuat oleh 

pemerintah desa 

dengan 

spesimen tanda 

tangan kepala 

desa dan kaur 

keuangan”. 

Kepala Desa 

Dokumen 

Rekening kas 

yang dibuat 

dengan 

spesimen 

tandatangan 

kepala desa 

dan kaur 

keuangan 

S 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 

2018 

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia  No. 20 

Tahun 2018 dan teori akuntabilitas yang menyatakan pemerintah Desa Sidomulyo 
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menangani penerimaan serta penyelenggaraan desa menggunakan rekening kas 

desa yang ditunjuk dari Bupati/Walikota, dari dokumen yang didapatkan serta 

wawancara yang telah dilakukan, ditemukan pada perealisasian 

pertanggungjawaban pengolaan keuangan desa, seperti terlihat pada tabel 4.3, 

3. Penatausahaan 

Pasal 63 ayat (1) PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 mengatur terkait 

departemen keuangan menyelenggarakan administrasi keuangan sebagai 

pelaksana fungsi perbendaharaan. 

Tabel 4.4 

Indikator Pengukuran Tahap Penatausahaan Akuntabilitas 

No. Indikator Sumber  

Hasil 

Wawancara/ 

Dokumentasi 

Keterangan 

Sesuai(S), 

Belum 

Sesuai(BS), 

Belum Terjadi 

(BT) 

1. 

“Penatausahaan 

keuangan 

dilakukan oleh 

kaur keuangan 

sebagai 

pelaksana 

fungsi 

kebendaharaan” 

Kaur 

Keungan 

Penatausahaan 

oleh kaur 

keuangan 

 

 

S 

2. 

“Penatausahaan 

dilakukan 

dengan 

mencatat setiap 

penerimaan dan 

pengeluaran 

dalam buku kas 

umum” 

Kaur 

Keuangan 

Foto 

Tampak 

Depan 

Dokumen 

Pada Penataushaan 

desa Sidomulyo 

mencatat 

penerimaan dan 

pengeluaran pada 

kas umum. 

Namun,  disaat 

peneliti meminta 

dokumen buku kas 

umum tidak 

diberikan. Hanya 

 

 

 

 

 

S 
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memperbolehkan 

mendokumentasika

n dengan foto 

tampak depan 

buku kas umum 

tahun 2020. Dapat 

dilihat pada : 

Lampiran 2 : 

Tampak Depan 

Buku kas Umum 

2020. 

3. 

“Pencatatan 

pada buku kas 

umum ditutup 

setiap akhir 

tahun” 

 

Kaur 

Keuangan 

Pencatatan pada 

buku kas umum 

ditutup setiap akhir 

tahun. 

 

S 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 

2018 

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2018 dan Teori Akuntabilitas yang membahas terkait administrasi 

keuangan dilaksanakan bagi bagian keuangan sebagai pelaksana fungsi 

perbendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran, maka 

terbukti dari tabel 4.4 yang telah disajikan yaitu hasil wawancara yang telah 

dilakukan, bahwa dalam tahap administrasi pertanggungjawaban Pengelolaan 

Keuangan Desa di Desa Sidomulyo. 

4. Pelaporan 

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 

2018 pasal 68 ayat (1) menjelaskan terkait pelaporan yang dilakukan Kepala Desa 

terkait dengan pelaksanaan APBDes pada semester awal ke walikota/ Bupati 

dengan perantara Camat. 
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Tabel 4.5 

Indikator Pengukuran Tahap Pelaporan Akuntabilitas 

No. Indikator Sumber 

Hasil 

Wawancara/ 

Dokumen 

Keterangan 

Sesuai(S), 

Belum 

Sesuai(BS), 

Belum Terjadi 

(BT) 

1. 

“Kepala desa 

menyampaikan 

laporan 

pelaksanaan 

APBDesa 

semester pertama 

kepada 

Bupati/Wali 

Kota melalui 

camat” 

Kepala Desa 

Bendahara 

Kepala Desa 

Sidomulyo 

menyerahkan 

laporan 

pelaksanaan 

APBDesa 

Semester 

pertama kepada 

Bupati/Walikota 

melalui camat 

S 

2. 

“Laporan 

pelaksanaan 

APBDesa” 

Dokumen Lampiran 3 : 

Laporan 

Realisasi 

Pelaksanaan 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Desa 

Pemerintah 

Desa Sidomulyo 

Tahun 2020 

S 

3. 

“Laporan 

realisasi 

kegiatan” 

Dokumen Lampiran 3 : 

Laporan 

Realisasi 

Pelaksanaan 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Desa 

Pemerintah 

Desa Sidomulyo 

Tahun 2020 

S 

4. 

“Kepala Desa 

menyusun 

laporan 

sebagaimana 

dimaksud pada 

ayat (2) dengan 

cara 

menggabungkan 

Kepala Desa 

Kaur 

Keuangan 

Kepala Desa 

menyusun 

laporan dengan  

menggabungkan 

semua laporan 

namun tidak 

tepat pada 

minggu kedua 

BS 
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seluruh laporan 

paling lambat 

minggu kedua 

bulan juli tahun 

berjalan”. 

bulan juli tahun 

berjalan 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 

2018 

Berdasarkan  tabel 4.5 yang telah disajikan yakni hasil wawancara yang telah 

dilakukan bahwa dalam  tahap  pelaporan akuntabilitas terhadap Pengolaan 

Keuangan Desa di Desa Sidomulyo belum sesuai dengan Peraturan Menteri dalam 

Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 dan teori akuntabilitas dimana 

Kepala desa Sidomulyo menyerahkan laporan pelaksanaan APBDesa semester 

pertama kepada Bupati/Wali Kota. Akan tetapi, dalam penyusunan laporan 

realisasi pelaksanaan pemerintah tidak dapat menggabungkan seluruh laporan 

pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan yang disebabkan oleh adanya 

keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa sehingga desa terhalang 

dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkannya rencana 

penggunaaan dana desa terhambat dan tidak sesuai  dengan rencana pelaksanaan 

APBDesa dan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada 

tahun anggaran 2020. 

5. Pertanggungjawaban 

Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksana anggaran desa dilakukan 

tiap akhir tahun dari kepala desa Setiap akhir tahun anggaran dari Kepala Desa ke 

Bupati/ Walikota melalui camat. Dimana hal tersebut berimbang dengan Peraturan 

Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Pasal 70 (1).  
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Tabel 4.6 

Indikator Pengukuran Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas 

No. Indikator Sumber 

Hasil 

Wawancara/ 

Dokumen 

Keterangan 

Sesuai(S), 

Belum 

Sesuai(BS), 

Belum Terjadi 

(BT) 

1. 

“Kepala Desa 

menyampaikan 

laporan 

pertanggungjawab

an realisasi 

APBDesa kepada 

Bupati/Walikota 

setiap akhir tahun 

anggaran”. 

Kepala 

Desa 

Kepala Desa 

menyampaikan 

Laporan 

Pertanggungja

waban realisasi 

APBDesa 

kepada camat 

S 

2. 

“Laporan 

pertanggungjawab

an sebagimana 

dimaksud pada 

ayat (1) 

disampaikan 

paling lambat tiga 

bulan setelah 

akhir tahun 

anggaran 

berkenaan yang 

ditetapkan dengan 

peraturan desa”. 

Kepala 

Desa 

Laporan 

pertanggungja

waban 

disampaikan 

tiga bulan 

setelah akhir 

tahun anggaran 

S 

3. 

“Laporan 

pertanggungjawab

an realiasasi 

APBDesa terdiri 

dari laporan 

keuangan, laporan 

realisasi kegiatan, 

daftar program 

sektoral, program 

daerah, dan 

program lainnya 

yang masuk ke 

desa”. 

Dokumen Lampiran 3 : 

Laporan 

Realisasi 

Pelaksanaan 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Desa 

Pemerintah 

Desa 

Sidomulyo 

Tahun 2020. 

Lampiran 4 : 

Laporan 

Pelaksanaan 

Anggaran 

Pendapatan dan 

S 
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Belanja Desa 

Semester 

Pertama Tahun 

Anggaran 

2020. 

Lampiran 5 : 

Perubahan 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Desa 

Tahun 

Anggaran 2020 

 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 

2018 

Berdasarkan tabel 4.6 yang telah disajikan yakni hasil wawancara yang telah 

dilaksanakan dan dokumen yang didapati bahwa dalam tahap 

pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa 

Sidomulyo telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2018 dan teori akuntabilitas dimana pemerintahan Desa 

Sidomulyo menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa 

kepada camat tiga bulan setelah akhir tahun anggatan. Laporan 

pertanggungjawaban dapat dilihat pada lampiran 3,4,5 yakni laporan Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sidomulyo 

Tahun 2020. Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Semester Pertama Tahun Anggaran 2020, dan perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. 

Berdasarkan  Indikator-Indikator pengukuran Akuntanbilitas yang telah di 

paparkan diatas maka dapat diketahui bahwa dalam hal Akuntabilitas Desa 

Sidomulyo dapat dikatakan Cukup Akuntabel karena dalam untuk  memenuhi 
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indikator yang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia 

No. 20 tahun 2018 dan Teori Akuntabilitas. Desa Sidomulyo hanya memenuhi 

beberapa indikator yakni Perencanaan, Pelaksanaan, Penaatausahaan, dan 

Pertanggungjawaban. Akan tetapi, untuk Akuntabilitas Pelaporan pengelolaan 

keuangan desa Desa Sidomulyo dalam penyusunannya belum sesuai dengan 

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 dimana 

dalam penyusunan laporan realisasi pelaksanaan pemerintah tidak dapat 

menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan 

yang disebabkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada 

desa sehingga desa terhalang dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang 

mengakibatkannya rencana penggunaaan dana desa terhambat dan tidak sesuai  

dengan rencana pelaksanaan APBDesa dan adanya perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun anggaran 2020 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan   

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan 

bahawasannya Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dalam 

hal Transparansi nya sudah cukup transparan, akan namun terdapat hal-hal yang 

penting untuk diperhatikan, dimana terkait penyediaan media informasi maupun 

papan informasi (Baliho) yang mengenai kegiatan yang sedang dijalankan desa 

dalam hal pelaksanaan keuangan dana desa mudah dijangkau atau dilihat oleh 

publik. 

Namun, pada Akuntabilitas pemerintah Desa Sidomulyo dapat dikatakan 

cukup Akuntabel karena di Desa sidomulyo memenuhi Teori Akuntabilitas dan 

beberapa indikator menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia  

No. 20 Tahun 2018 yakni pelaksanaan, perencanaan, penataushaan, dan 

pertanggungjawaban. Akan tetapi,untuk Akuntabilitas Pelaporan pengelolaan 

keuangan desa di  Desa Sidomulyo dalam penyusnannya belum sesui pada 

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018. Desa 

sidomulyo menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam mencatat segala transaksi – 

transaksi yang terjadi pada Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri 

Hulu yang bertujuan dalam rangka peningkatan kapasitas pada pemerintah desa 

dalam Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.  
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5.2. Saran  

1. Pemerintah desa harus lebih memperhatikan megenai penyediaan informasi 

tentang pengolaan anggaran desa yang dilakukan, pemerintahh desa 

menginformasikan pengolaan keuangan desa tidak harus melalui papan baliho 

saja melainkan melalui seperti media sosial yakni Facebook, Instagram, atau 

Website lainnya sehingga masyarakkat mudah untuk melihat dalam 

pengolaan keuangan desanya, dan pemerintahan yang ada di desa 

memperhatikan lagi terkait informasi yang penting untuk disampaikan untuk 

kepada masyarakat yang didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018. 

2. Bagi peneliti selanjutnya agar menganalisis lebih dalam lagi mengenai 

transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa hingga dapat untuk 

mengembangkan indikator pengujian transparansi dan akuntabilitas terhadapa 

pengelolaan keuangan desa. 
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